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1.1 [bookmark: _Toc130842833][bookmark: _Toc136799047][bookmark: _Toc136867330][bookmark: _Toc137287975]Latar Belakang Penelitian
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempuyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa, kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Anak-anak dapat dipahami sebagai anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Pemerintah mempunyai peran penting dalam melindungi warga negaranya karena setiap orang berhak atas rasa aman termasuk anak. 
Anak-anak yang masih dibawah umur usia rentan terhadap pengaruh eksternal bahkan dapat mempengaruhi dirinya secara negatif dan untuk orang lain, tapi dikarenakan jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menilai yang dilakukannya adalah baik atau buruk. Oleh karena itu, anak-anak harus mendapat bimbingan dan pengawasan supaya tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal negatif untuk dirinya sendiri dan oranglain.
Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam. Fenomena ini menjadi masalah serius di masyarakat seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kasus kekerasan anak di Indonesia mengalami kenaikan angka disetiap tahunnya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA) mencatat puluhan ribu kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah kasus kekerasan yang tercatat pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanya 221 kasus menjadi 11.278. Akan ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, mencapai 14.517 kasus. Pada tahun 2022 menjadi 16.106 kasus. Dari data tersebut, jenis kekerasan yang dialami oleh anak terutama adalah kekerasan seksual dengan total kasus sebanyak 9.588 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sebelumnya mengungkapkan sebanyak 4.683 pengaduan dari korban kekerasan anak, 5.000 di antaranya merupakan sumber pengaduan langsung dan tidak langsung melalui surat atau email. Kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus, dimana anak menjadi korban kejahatan seksual merupakan jenis kasus terbesar dengan total 834 kasus.
Kekerasan fisik, mental, seksual, eksploitasi dan kejahatan lainnya terhadap anak-anak yang membuat setiap pemerintah di dunia berupaya untuk melindungi kelangsungan hidup anak-anak seperti di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B mengenai hak anak, yaitu hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. 
Berdasarkan kekerasan yang sering terjadi dialami oleh anak-anak yaitu intimidasi, pelecehan seksual, eksploitasi, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga menempatkan anak-anak didalamnya seperti yang dikatakan para korban. Oleh karena itu, pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan upaya perlindungan anak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka adalah instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani sosial, anak. Khususnya di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Majalengka. Tercatat jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Majalengka dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan. Jumlah kasus kekerasan tahun 2019 mencapai 16 kasus, pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 24 kasus, pada tahun 2021 mengalami penurunan kasus menjadi 20 kasus dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 43 kasus. Dari data tersebut, jenis kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak yaitu berupa kekerasan seksual dengan total kasus pada tahun 2022 sebanyak 32 kasus. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kekerasan anak di Kabupaten Majalengka menjadi permasalahan yang memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat, karena disetiap harinya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mendapat laporan kasus kekerasan terhadap anak. Berikut adalah data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Majalengka yaitu:







Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Majalengka
Tahun 2019-2022
	
No
	
Kecamatan
	Jumlah Kasus Tahun 2019
	Jumlah Kasus Tahun 2020
	Jumlah Kasus Tahun 2021
	Jumlah Kasus Tahun 2022

	
	
	
	
	
	

	1
	LEMAHSUGIH
	-
	1
	-
	1

	2
	BANTARUJEG
	-
	-
	-
	-

	3
	CIKIJING
	1
	2
	-
	1

	4 
	TALAGA
	-
	3
	-
	3

	5
	ARGAPURA
	-
	-
	-
	-

	6
	MAJA
	1
	-
	-
	1

	7
	MAJALENGKA
	1
	5
	5
	3

	8
	SUKAHAJI
	1
	-
	1
	-

	9
	RAJAGALUH
	1
	2
	-
	-

	10
	LEUWIMUNDING
	1
	-
	3
	-

	11
	JATIWANGI
	2
	2
	2
	7

	12 
	DAUWAN 
	2
	1
	1
	1

	13 
	KADIPATEN
	1
	1
	-
	4

	14 
	KERTAJATI
	1
	2
	-
	-

	15
	JATITUJUH
	-
	1
	-
	3

	16
	LIGUNG
	-
	-
	2
	5

	17 
	SUMBERJAYA
	1
	2
	3
	1

	18
	PANYINGKIRAN
	-
	-
	-
	-

	19
	PALASAH
	-
	1
	1
	1

	20
	CIGASONG
	-
	1
	-
	1

	21
	SINDANGWANGI
	-
	-
	-
	2

	22
	BANJARAN
	-
	-
	-
	-

	23 
	CINGAMBUL
	-
	-
	-
	1

	24
	KASOKANDEL 
	1
	-
	2
	2

	25 
	SINDANG
	-
	-
	-
	2

	26
	MALAUSMA
	2
	-
	-
	4

	Jumlah
	16
	24
	20
	43


Sumber: Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pengawasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka”.

1.2 [bookmark: _Toc130842834][bookmark: _Toc136799048][bookmark: _Toc136867331][bookmark: _Toc137287976]Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pengawasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Pengawasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menangani kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka?




1.3 [bookmark: _Toc130842835][bookmark: _Toc136799049][bookmark: _Toc136867332][bookmark: _Toc137287977]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 [bookmark: _Toc130842836][bookmark: _Toc136799050][bookmark: _Toc136867333][bookmark: _Toc137287978]Tujuan Penelitian 
Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.
2. [bookmark: _Hlk135157208]Untuk mengetahui faktor penghambat Pengawasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menangani kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka. 

1.3.2 [bookmark: _Toc130842837][bookmark: _Toc136799051][bookmark: _Toc136867334][bookmark: _Toc137287979]Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Menambah pengetahuan dan wawasan baru penelitian tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka khususnya pengawasan.
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka

Agar Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB lebih mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam meningkatkan perlindungan anak di Wilayah Kabupaten Majalengka.
b. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai anak dan perlindungan anak di Kabupaten Majalengka.
